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ABSTRAK

Dalam perkembangan kehidupan bernegara di Indonesia, terlihat adanya
sinyalemen untuk menambahkan kewenangan pengaduan konstitusional kepada
Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut terjadi karena tidak lengkapnya mekanisme
judicial control di Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan perlindungan terhadap
hak konstitusional warga negara belum terlaksana secara maksimal, sehingga
masyarakat menemui kebuntuan dalam mencapai keadilan. Maka untuk menjamin
terselenggaranya perlindungan hak konstitusional warga negara Mahkamah
Konstitusi perlu menyandang kewenangan pengaduan konstitusional yang saat ini
telah menjadi urgensitas nyata. Oleh karena itu penting untuk diteliti, apakah terdapat
kemungkinan dilakukannya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa perkara pengaduan konstitusional dengan menggunakan langkah
hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum, serta bagaimana konstruksi
penerapan pengaduan konstitusional tersebut ketika menjadi bagian dari kewenangan
Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (library research).
Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Jenis pendekatan yang digunakan
adalah yuridis-empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga)
komponen, berupa data primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan metode
deduktif.

Setelah dilakukan penelitian, ternyata Mahkamah Konstitusi dapat diberikan
kewenangan untuk memeriksa perkara pengaduan konstitusional, yaitu dengan
mengidentifikasi Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang secara atributif mengatur
kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa melalui 5 (lima) metode penafsiran, yaitu
penafsiran gramatikal, historis, ekstensif, otentik, dan teleologi/sosiologis Mahkamah
Konstitusi dapat memperoleh kewenangan baru berupa pengaduan konstitusional.
Kewenangan pengaduan konstitusional didapat Mahkamah Konstitusi tersebut dapat
diimplementasikan dengan mengembangkan asas ius curia novit dan sumpah Hakim
Mahkamah Konstitusi. Hukum acara yang digunakan adalah dengan mengadopsi
hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam perkara judicial review dengan lebih
memperjelas legal standing yakni jika segala upaya hukum sudah ditempuh atau
tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan lagi (exhausted). Adapun sifat putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tetap dalam posisi pertama dan terakhir
serta berdaya ikat erga omnes.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengaduan Konstitusional, Hermeneutika
Hukum.



ABSTRACT

In development living state in Indonesia, seen have indication to application
of constitutional complaints is the part of the authority of the Constitutional Court.
The matter of that cause the expected protection of the constitutional rights of
citizens has not been maximally implemented due the lacks of judicial control by
Constitutional Court, causing the public to feel so confused to achieve justice, and to
guaranteed protection of the constitutional rights of citizens, the Constitutional Court
must have authority of constitutional complaints. Therefore it is so important to
examine whether there is a possibility of extending the authority of the Constitutional
Court as a method of legal discovery, and how the construction of the application of
constitutional complaints is the part of the authority of the Constitutional Court.

This study is classified as a library research. The type of approach being used
in this study is descriptive-analysis and yuridical-normative by collecting relevant
legal texts and then analysing them. The data source in this research consists of 3
(three) components, in the form of primary, secondary, and tertiary data, and than
examine by use of deductive methode.

After the research, Constitutional Court makes it possible to extend the
authority to examine cases of constitutional complaints. It can be identified
construction of Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution which kept in
order authority of the Constitutional Court. Legal discovery efforts undertaken to
focus on five (5) interpretation, is grammatical interpretation, historical,
comprehensive, authentic, and teleology / sociology. Those five methods of
interpretation are bridging to Constitutional Court have a new authority that is
constitutional complaints. Implementation of the constitutional complaints authority
can be constructed to develop the principle of ius curia novit and judges vows
Constitutional Court of Indonesia. The procedural law used is to adopt the procedural
law of the Constitutional Court of Indonesia in the case of judicial review to further
clarify the legal standing if all legal remedies already traveled or no remedies can do
more (exhausted). As for the nature of the Constitutional Court of Indonesia remains
in the first position and the latter as well as highly connective (erga omnes).

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Complaint, Hermeneutics Law.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sudah menjadi otoritas negara demokrasi yang ditopang dengan hukum,
bahwa setiap negara di dunia ini selalu menganut, mengatur, dan mengukur sendiri
sistem pemerintahan dan ketatanegaraannya. Tak terkecuali negara Indonesia,
dengan demokrasi ala Pancasila-nya yang mendasarkan pemerintahannya pada
Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), juga mengamini
adanya paham demokrasi yang berdasarkan pada hukum, di mana Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 mengkemukakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”.! Dan masih pada konteks pasal
yang sama, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Negara
Indonesia adalah negara hukum.”” Realitas Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang
meletakkan frase “Kedaulatan perada di tangan rakyat...” untuk disandingkan
dengan frase “..dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”

membuktikan bahwa pemerintahan yang demokratis® haruslah ditopang dengan

berdasarkan ketentuan hukum, dalam hal ini adalah UUD 1945. Bahkan demi

! Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
? Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
® Demokrasi sering diidentikkan dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat,

dari rakyat, dan untuk rakyat, sehingga mengartikan adanya kebebasan dan ikut campur rakyat dalam
menentukan arak kebijakan pemerintahan negara.



meyakinkan segenap bangsa founding fathers perumus konstitusi sengaja
memasukkan frase “Negara Indonesia adalah negara hukum” dalam batang tubuh
UUD 1945 pasca amandemen dengan menyandingkannya dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 bersamaan dengan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang dirumuskan
secara bersamaan tatkala amandemen ketiga UUD 1945.* Hal ini selanjutnya disebut

oleh para ahli hukum tata negara sebagai paham negara hukum yang demokratis.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memang dipandang baik, sehingga
dalam prakteknya dijadikan sebagai dasar hidup bernegara, yang pada umumnya
memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan keputusan
dalam masalah-masalah pokok dalam kehidupannya, termasuk dalam menilai
kebijakan pemerintahan.” Namun sebaik-baiknya demokrasi yang diterapkan dalam
praktek berbangsa dan bernegara, sering melahirkan “tirani mayoritas” di mana suatu
kebijakan atau kepentingan yang disetujui adalah yang mendapatkan suara

terbanyak, sehingga tidak jarang hak-hak minoritas terabaikan.

Di sini kemudian prinsip negara hukum hadir, sebagai konsekuensi dari
perwujudan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hendak memastikan bahwa demokrasi yang

dijalankan oleh pemerintah tidak mencederai hak-hak konstitusional masyarakat baik

* Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 diletakkan sama-sama dalam konstruksi Pasal 1
yang menunjukkan adanya hubungan tak terpisahkan di antara keduanya. Selain itu Pasal 1 ayat (2)
dan ayat (3) UUD 1945, keduanya dirumuskan dalam waktu amandemen yang sama, yakni
amandemen ketiga UUD 1945.

> Samsul Wahidin, Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2014), him. 59.



yang secara tegas dinyatakan dalam konstitusi maupun yang dinyatakan secara
tersirat, karena kenyataan selalu menunjukkan bahwa Keputusan yang demokratis
tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu,
dibutuhkan adanya mekanisme hukum untuk tetap menjamin hak-hak konstitusional
warga negara itu bilamana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh negara melalui
proses peradilan. Dengan demikian maka akan memungkinkan bagi rakyat untuk
tetap mempertahankan hak-hak konstitusionalnya dengan melakukan pengaduan

konstitusional (constitutional complaint).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut
MK RI) sendiri yang diharapkan menjadi lembaga yang dapat menguji pengaduan
konstitusional tidak memiliki kewenangan atas harapan tersebut. Menurut mantan
hakim konstitusi H.M. Laica Marzuki, MK RI belum dapat menampung dan
menyalurkan keluh kesah (personal grievance) sebagai upaya hukum yang luar
biasa dalam mempertahankan hak konstitusional setiap individu warga negara,
karena MK RI tidak memiliki wewenang atas itu.® Padahal alasan utama diadopsinya
mekanisme peradilan konstitusional yang ditandai dengan dibentuknya MK RI
adalah agar konstitusi yang memuat basic right benar-benar dijalankan, sehingga

MK RI diposisikan sebagai the protector of human right.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

® Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi
(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), him. 248.



tentang Mahkamah Konstitusi’ (selanjutnya disebut UU MK), kewenangan MK RI
adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus
pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Secara tersurat memang tidak di sebutkan bahwa MK RI mempunyai kewenangan
untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional. Namun, fakta menunjukkan
banyak perkara yang diajukan ke MK RI yang terindikasi mengandung materi
pengaduan konstitusional karena melanggar hak konstitusional warga negara, banyak
diajukan melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang disebabkan
karena kesalahan dalam menggunakan norma hukum, sementara semua upaya
hukum yang ada telah ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard) atau ditarik kembali oleh pengadu sebelum proses peradilan
dilakukan, oleh karena tidak tersedianya kewenangan mengadili perkara tersebut di
MK RI, bahkan di semua lembaga peradilan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan
kebutuhan warga negara untuk menyalurkan pengaduan konstitusional dalam rangka

mempertahankan hak konstitusionalnya menjadi penting dan mendesak.

Di samping ketiadaan wewenang MK RI dalam menangani perkara
pengaduan konstitusional, ternyata MK RI juga tidak konsisten dalam pendiriannya
ketika menangani perkara yang di dalamnya memuat materi pengaduan

konstitusional, hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 16/PUU-V1/2008 tentang

 Undang-Undang a quo telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman menyangkut ketentuan pihak-pihak yang bersangkutan dapat
mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut hak atas jaminan dan perlindungan atas
kepastian hukum. Dalam perkara ini MK RI menyatakan permohonan pemohon
ditolak, karena pada dasarnya persoalan yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah
menyangkut kerugian hak konstitusional yang diderita pemohon sebagai akibat tidak
konsistennya Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan tentang Peninjauan
Kembali, yang seharusnya merupakan hak terpidana atau anggota keluarganya,

sehingga sesungguhnya lebih merupakan persoalan pengaduan konstitusional.

Akan tetapi dalam putusan lain, Nomor 13/PUU-1V/2008 dan 22/PUU-
IVV/2008 dengan pemohon Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.si dan Pandopoan Lubis yang
mempersoalkan ketentuan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 Jo.
Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UUD 1945, di mana
dalam permohonan judicial review yang secara substansial mengandung permohonan
pengaduan konstitusional ini justru dikabulkan seluruhnya oleh MK RI. Dari kedua
putusan yang berbeda tersebut telah menunjukkan bahwa MK RI telah kehilangan
haluan dalam menentukan suatu perkara menjadi kewenangan konstitusionalnya atau

tidak.



Hal tersebut merupakan masalah yang perlu diselesaikan, agar tidak terulang
kembali di masa yang akan datang, tentang bagaimana cara penyelesaian masalah
tersebut dan kemanakah warga negara dapat mengadukan persoalannya. Sehingga
perlu ditelisik lebih jauh mengenai kewenangan MK RI sebagai the guardian of the
constitustion, the sole of interpreter of the constitution, and the protector of human
right, mengingat konstitusi dan hak konstitusional warga negara merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Oleh karena itu penyusun
tertarik untuk meneliti tentang pengaduan konstitusional yang diharapkan nantinya
dapat diterapkan di Indonesia dengan memberikan kewenangannya kepada MK RI
dengan judul “PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGADUAN
KONSTITUSIONAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK

INDONESIA SEBAGAI KEBUTUHAN TEORITIK DAN EMPIRIK?”.

B. Rumusan Masalah
1. Apa alasan atau dasar pertimbangan untuk memberikan perluasan
kewenangan kepada MK RI supaya dapat memutus perkara pengaduan
konstitusional?
2. Apa syarat atau dasar perkara pengaduan konstitusional dapat diterima dan
diputus oleh MK RI?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:



a. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan atau dasar pertimbangan
memperluas kewenangan MK RI supaya dapat memutus perkara
pengaduan konstitusional yang dimohonkan kepadanya.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan syarat atau dasar perkara
pengaduan konstitusional dapat diterima dan diputus oleh MK RI,
supaya menjadi konstruksi ideal mekanisme pengaduan konstitusional
dalam kewenangan MK RI dengan melakukan perluasan kewenangan
MK RI.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat

dipetakkan dalam dua aspek, yakni:

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta
bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, yakni ilmu hukum pada
umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum
berkaitan dengan hukum tata negara dan lebih khususnya mengenai
masalah kewenangan MK RI dalam menangani pengaduan
konstitusional.

b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi sumbangan pemikiran dan
pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dalam rangka melindungi
hak-hak konstitusional warga negara dengan pentingnya memberikan
kewenangan pengaduan konstitusional kepada MK RI demi

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Pelaksanaan
Kewenangan Pengaduan Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Sebagai Kebutuhan Teoritik Dan Empirik” ditemukan beberapa tulisan

yang berkaitan dengan tema tulisan ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Isti’anah dalam skripsinya “Kewenangan
Limitatif dan Non-Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi
Yudisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman” yang meneliti tentang kewenangan
limitatif dan non-limitatif kekuasaan kehakiman dalam peraturan perundang-
undangan dan dalam implementasinya yang menggambarkan wewenang yang
dimiliki lembaga kekuasaan kehakiman, dari penelitian yang dilakukan tersebut,
ternyata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lembaga kekuasaan kehakiman
masih mempunyai konflik terkait kewenangan masing-masing lembaga kekuasaan

kehakiman.®

Skripsi yang berjudul “Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan
Prinsip Maslahah dalam Hukum Islam”, dalam skripsi tersebut Titiana Janati
menelaah salah satu kewenangan MK RI yakni judicial review (pengujian undang-
undang terhadap Undang-undang Dasar) yang dikomparasikan dengan maslahah

mursalah. Dalam kesimpulannya menyebutkan, bahwa judicial review dalam suatu

® Isti’anah, “Kewenangan Limitatif dan Non-Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Komisi Yudisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman,” Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.



negara dijadikan sebagai alat kontrol terhadap produk perundang-undangan yang
melanggar hak-hak konstitusi masyarakat. Lebih lanjut judicial review dalam Islam
diperbolehkan, karena termasuk al-Maslahah al- ‘Ammah (algemeen blaang) yaitu
apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam

kehidupan ini diperbolehkan, dengan catatan tidak melanggar nilai-nilai islam.®

Jurnal Diponegoro Law Review, terdapat tulisan yang berjudul “Jaminan
Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen’s Constitutional
Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah
Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional
Complaint di Korea Selatan)” yang di tulis oleh Nilwan Wize Ananda Zen, Untung
Dwi Hananto, dan Amalia Diamantina. Dalam tulisan tersebut Nilwan Wize, dkk
mengeksplorasi wacana Constitutional Complaint untuk di terapkan diMK RI,
karena dengan tidak dimilikinya kewenangan dalam mengadili perkara pengaduan
konstitusional olen MK RI mengakibatkan setiap pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945 yang diajukan ke MK RI dan mengandung materi pengaduan
konstitusional di tolak oleh MK RI, hal tersebut menyebabkan tidak maksimalnya

perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, sehingga perlu belajar

° Titiana Janati, “Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Maslahah dalam
Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
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dengan negara Korea Selatan yang sudah menerapkan adanya kewenangan

pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusinya.'

Skripsi yang ditulis oleh Nadya Demadevina dan Fitra Arsil yang berjudul
“Urgensi Kewenangan Mengadili Perkara Pengaduan Konstitusional (Constitutional
Complaint) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Dalam skripsinya
tersebut Nadya Demadevina dan Fitra Arsil membahas alasan urgensi MK RI perlu
diberikan kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional demi
supremasi konstitusi yang dianut Indonesia mengingat secara empiris banyak kasus
yang bersubstansi pengaduan konstitusional yang diajukan ke MK RI, dan
penambahan kewenangan tersebut hanya bisa dilakukan dengan amandemen UUD

19451

Dalam hal ini terdapat pembedaan tegas antara 4 (empat) karya tulis di atas
dengan karya tulis ini. Karena dalam karya tulis ini akan menjelaskan tentang alasan
dan juga pertimbangan perluasan kewenangan pengaduan konstitusional sebagai
kebutuhan teoritik dan empirik untuk diterapkan di MK RI dengan berkaca pada
konsep dan praktek judicial review di Amerika dan pelembagaan mahkamah

konstitusi di Jerman, di mana dalam prakteknya di Amerika dalam pengujian

10 Nilwan Wize Ananda Zen, Untung Dwi Hananto, dan Amalia Diamantina, “Jaminan Hak-
Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen’s Constitutional Right) dengan
Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Negara Kesatuan Indonesia
(Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint di Korea Selatan), Jurnal Diponegoro Law Review,
Volume 5, Nomor 2, 2016.

! Nadya Demadevina dan Fitra Arsil, “Urgensi Kewenangan Mengadili Perkara Pengaduan
Konstitusional (Constitutional Complaint) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Skripsi
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2015.
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undang-undang terhadap konstitusinya dapat berangkat dari kasus-kasus konkret,
tidak semata-mata karena norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi,
sehingga dapat dikatakan judicial review di Amerika juga mengakomodir adanya
pengaduan konstitusional. Sedangkan pilihan Negara Jerman sebagai rujukan
perbandingan didasari oleh tradisi hukum yang sama dengan Indonesia dan menjadi
Kiblat pada saat ide membentuk MK RI dibahas dalam sidang-sidang PAH | BP MPR
ketika hendak mengamandemen UUD 1945 ketiga kalinya di tahun 2001. Selain itu
pada karya tulis ini penyusun akan lebih menekankan pada syarat atau dasar supaya

perkara pengaduan konstitusional dapat diterima dan diputus oleh MK RI.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Munculnya pemikiran tentang negara hukum sebenarnya dimulai sejak
abad XIX sampai dengan abad XX. Artinya, negara hukum itu sendiri berakar
dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa
kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu
seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara

harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.*?

Indonesia sebagai negara yang lahir di abad modern juga telah

menyatakan dirinya sebagai negara hukum secara konstitusional yang

12 B, Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia (Menuju Konsolidasi Sistem
Demokrasi), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), him. 16-17.
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ditandai dengan dilakukannya amandemen ke-3 (tiga) UUD 1945, hal
tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah
negara hukum. Cita-cita akan adanya kekuasaan negara yang dilaksanakan
berdasarkan ketentuan hukum, sebagai suatu sistem penjaminan adalah
selaras dengan perkembangan pemikiran individual. Sebab melalui hal itu
hak-hak perorangan dapat didahulukan dari pada kepentingan kolektif negara

yang selalu saja identik dengan kepentingan penguasa.*®

Secara umum terdapat 2 (dua) pemikiran besar menyangkut konsep
negara hukum yang sering diterjemahkan dengan istilah rechtstaat dan rule of
law. Paham rechtstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa
Kontinental, sedangkan paham rule of law bertumpu pada sistem hukum
anglo saxon atau common law system. Ide tentang rechtstaat mulai populer
pada abad ke tujuh belas sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa yang
didominir oleh absolutisme raja. Paham rechtstaat ini dikembangkan oleh
ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich
Julius Stahl. Sedangkan paham rule of law mulai dikenal setelah Albert Vann
Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul “Introduction to

Study of The Law of The Constitution ”.*

13 Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional
sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif), (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), him. 59.

4 Bahder Johan Nasution,Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cet. Ke-3, (Bandung:
Mandar Maju, 2014), him. 3.
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Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkan

dengan istilah rechtstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

o

Perlindungan hak asasi manusia;

b. Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;

o

Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.'®

Sedangkan A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap

negara hukum yang disebut dengan istilah rule of law, yaitu:

a. Supremasi hukum (supremacy of law);

b. Persamaan di hadapan hukum (equality before the law);

c. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa
hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi
dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh

peradilan.*®

Dalam gagasan kehidupan dan kebatinan Indonesia yang menganut
tradisi hukum civil law lebih mengedepankan gagasan dari Friedrich Julius
Stahl, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Azhary yang

berkesimpulan bahwa unsur-unsur pokok Negara Hukum Indonesia adalah:

> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), him. 3.

® |ryanto A. Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah
Konstitusi (Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi), cet. Ke-1, (Bandung: PT. Alumni,
2008), him. 41.
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(1) Pancasila; (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Sistem Konstitusi;
(4) Persamaan; dan (5) Peradilan yang bebas. Dari unsur-unsur yang
dikemukakan Azhary tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam

Negara Hukum Pancasila, yaitu:

a. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif
sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme)
atau sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan,
seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan
propaganda anti agama;

b. Ada hubungan yang erat antara negara dan agama, sehingga baik
secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi, Negara
Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama
dan negara. Oleh karena doktrin ini sangat bertentangan dengan

Pancasila dan UUD 1945."

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang telah
diejawantahkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 selain menginginkan
hukum (konstitusi) diposisikan sebagai panglima dalam negara, juga
menghendaki adanya penyempurnaan aturan dasar mengenai jaminan dan

perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak

" Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum
Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), (Jakarta: Penerbit Kencana,
2003), him. 96.
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asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus menjadi syarat
bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945. Dalam
konteks inilah MK RI memperoleh legitimasi teoritiknya dalam ajaran negara
hukum karena fungsinya untuk mengawal dan menegakkan konstitusi, karena
itulah ia dipercayai untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-
perkara konstitusional, yang seharusnya juga termasuk di dalamnya perkara

pengaduan konstitusional.
2. Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian
hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan
wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, menyatakan Het
begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in het staats en administratief
recht.'® Secara etimologi kewenangan berasal dari kata wenang, dengan
variasi imbuhan yang menjadi wewenang, kewenangan, berwenang dan
sebagainya. Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak.
Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan
sesuatu, berwenang artinya mempunyai/mendapat hak dan kekuasaan untuk

melakukan sesuatu.*®

8 Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), him. 65.

'® Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cet. Ke-
4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), him. 1560.
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Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu
“Authority of theory” (dalam bahasa Belanda “theorie van hetgezag”, dalam
bahasa Jerman “theorie der autoritat”). HD. Stoud, seperti dikutip oleh
Ridwan HR, menyatakan pengertian kewenangan adalah ‘“keseluruhan
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang
pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik”.20
Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam
hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara,
wewenang  (bevoegdheid)  dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum
(rechtsmacht) sedangkan dalam hukum administrasi yang merupakan obyek

kajiannya adalah wewenang pemerintahan (bestuur bevoegdheid).?

Indroharto berpendapat wewenang sebagai suatu kemampuan yang
diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
menimbulkan akibat- akibat hukum yang sah,?* yang beliau kemukakan
dalam 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan, yakni: Kewenangan Atribusi, Kewenangan Delegasi,

dan Mandat. Demikian juga dengan FAM. Stroink dan JG. Steenbeck

0 H, Salim, dan Nurbadi, ES, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), him. 183.

2 Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, cet. Ke-1,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), him. 10.

%2 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), him. 94.
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mengemukakan bahwa ada 2 (dua) cara organ pemerintah memperoleh

kewenangan, yaitu: Atribusi dan Delegasi.?

Atribusi merupakan cara normal dalam memperoleh wewenang
pemerintahan yang langsung bersumber dari undang-undang. Delegasi adalah
pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada
organ pemerintahan lainnya. Mandat merupakan suatu penugasan kepada
bawahan, hal ini terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.?*

Teori kewenangan di sini menjadi penting untuk dibahas, karena
menyangkut legitimasi kewenangan yang akan diperoleh MK RI apabila ia
dipercaya untuk menangani kasus-kasus pengaduan konstitusional. Sebagai
lembaga tinggi negara, tentunya MK RI akan memperoleh kewenangan itu

secara atribusi (langsung dari UUD 1945).
3. Hermeneutika

Hermenetika secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin yang
berkenaan dengan teori tentang penafsiran. Pengertian teori di sini tidak

hanya untuk menunjuk suatu eksposisi metodologis tentang aturan-aturan

? Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justitia, Edisi 1V, (2000), him. 194.

2 1bid., Ridwan HR, Hukum Administrasi... him. 102.
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yang membimbing penafsiran-penafsiran teks semata.® Secara etimologis
kata “hermencutika” itu berasal dari bahasa Yunani kata kerja ‘Hermeneuein’
yang berarti: menafsirkan atau menginterpretasi, kata benda ‘hermenia’ yang
berarti: penafsiran atau interpretasi. Dari kata kerja ‘hermeneuein’ dapat
ditarik tiga bentuk makna dasar dalam pengertian aslinya, yaitu: (1)
mengungkapkan kata-kata, misalnya ‘to say’; (2) menjelaskan, seperti
menjelaskan sebuah situasi; (3) menerjemahkan, seperti di dalam transliterasi
bahasa asing. Ketiga makna itu bisa diwakilkan dengan bentuk kata kerja
inggris ‘to interpret’, namun masing-masing dari ketiga makna tersebut
membentuk sebuah makna yang independen dan signifikan bagi

interpretasi,®

sehingga pada dasarnya hermeneutika berhubungan dengan
bahasa. Kita berfikir melalui bahasa, berbicara dan menulis melalui bahasa,
mengerti dan membuat interpretasi dengan bahasa. Hermeneutika adalah cara

baru untuk ‘bergaul’ dengan bahasa.

Pada mitologi Yunani kuno, kata hermeneutika merupakan derivasi dari
kata Hermes, yaitu seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan
menjelaskan pesan (message) dari Sang Dewa kepada manusia. Menurut
versi mitos lain, Hermes adalah seorang utusan yang memiliki tugas

menafsirkan kehendak dewata dengan bantuan kata-kata manusia. Pengertian

> Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu
Hukum Indonesia), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), him. 113-114

% Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, (Yogyakarta, UIl Press: 2005), him. 20.
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dari mitologi ini kerapkali dapat menjelaskan pengertian hermeneutika teks-
teks kitab suci, yaitu menafsirkan kehendak Tuhan sebagaimana terkandung
di dalam ayat-ayat kitab suci. Secara teologis peran Hermes tersebut juga

dapat dinisbahkan sebagaimana peran Nabi.*’

Menurut Fahruddin Faiz,”® hermeneutika berusaha menggali makna
dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks.
Horison yang dimaksud adalah horison teks, horison pengarang dan horison
pembaca. Dengan memperhatikan ketiga horison tersebut, diharapkan suatu
upaya pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan
reproduksi makna teks, di samping melacak bagaimana suatu teks itu
dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk atau ingin
dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks yang dibuatnya. Selain dari itu
seorang interpretator senantiasa berusaha melahirkan kembali makna tersebut
sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami.
Simpulan yang bisa diambil adalah sebagai sebuah metode penemuan makna
teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu

teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.

%7 Ahmad Zaenal Fanani, “Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah
Filsafat Hukum,” http://www.scribd.com/doc/90970264/Hermeneutika-Hukum-Sebagai-Metode-
Penemuan-Hukum#scribd diakses pada 30 September 2017.

8 Fahruddin Faiz, Hermeneutika Qur’ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi,
(‘Yogyakarta: Qalam, 2002), him. 11.


http://www.scribd.com/doc/90970264/Hermeneutika-Hukum-Sebagai-Metode-Penemuan-Hukum#scribd
http://www.scribd.com/doc/90970264/Hermeneutika-Hukum-Sebagai-Metode-Penemuan-Hukum#scribd

20

Sedangkan Jazim Hamidi menjelaskan bahwa untuk mengetahui definisi
hermeneutika hukum itu seperti apa, kita dapat kembali kepada definisi
hermeneutika secara umum diatas. Dari sini dapat ditarik definisi
hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti
/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana
metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai
keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa
berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara,

naskah kuno atau kitab suci.?®

Adapun fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James
Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih
jelas. Sedangkan menurut Gregory, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk
menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum didalam
kerangka hermeneutika pada umumnya.®® Secara filosofis, sebagaimana
dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempuyai tugas ontologis
yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan
pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan untuk

memahami kejadian yang pertama kali (genuine).*

%% |bid., Jazim Hamidi, Hermeneutika... him. 45.
% Ipid.

3 Ibid., him. 46.
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Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya akan
membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif
yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau
behaviorial yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga
telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkutat pada
pradigma positivisme dan metode logis formal saja. Tetapi sebaliknya
hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan
meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para

pencari keadilan.*

Dalam menganalisa konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang
mengatur tentang kewenangan MK RI, penulis menggunakan metode
penafsiran gramatikal, historis, ekstensif, otentik, dan teleologi/sosiologis.
Dari kelima metode tersebut akan dapat diambil kesimpulan bahwa MK RI
bisa diberikan kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional, dan

kewenangan itu dapat dimanifestasikan dengan perubahan kelima UUD 1945.
F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

%2 1bid., him. 48.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research),
yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan
permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya,®® sehingga dalam
menghimpun data yang dibutuhkan ~menggunakan sumber-sumber
kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian. Sifat
penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian normatif yang bersifat
deskriptif analitik. Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian
dan menganalisa menggunakan hukum sebagai bangunan sistem norma.
Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin

(ajaran).>
2. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti oleh penyusun adalah permasalahan seputar
kewenangan judicial review di MK RI yang belum tuntas dalam melindungi
hak-hak konstitusional warga negara sehingga perlu adaya perluasan

kewenangan di MK RI untuk dapat menangani perkara pengaduan

%3 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), him. 129.

** Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 34.
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konstitusional demi perlindungan yang maksimal terhadap hak konstitusional

warga negara. .

Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat, terdiri dari UUD 1945,
peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan masih berlaku, serta

putusan-putusan MK RI yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal

ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur, dan berita internet.

¢c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum
primer, maupun bahan hukum sekunder. Bisa berupa kamus,

ensiklopedia, dan lain-lain.

Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah yuridis-empiris,
karena penyusun hendak mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan

perundang-undangan dan putusan MK RI yang terkait langsung atau tidak
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langsung terhadap pengaturan kewenangan MK RI sebagai pengawal

konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara.

5. Analisis Data

Analisa yang akan penyusun gunakan ialah bersifat deskriptif, di mana
penyusun ingin memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Pengaduan
Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan
Teoritik Dan Empirik” maka sistematika penulisan yang di pakai dan tersusun adalah

sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan

dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek
teori untuk meninjau adanya penegakan hukum yang dapat diwujudkan dalam rangka

melindungi hak konstitusional yang berisikan dengan teori negara hukum, teori
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kewenangan, dan hermeneutika yang fokus pembahasannya meliputi pengertian,

sejarah dan bekerjanya teori-teori tersebut.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai konsep judicial review yang diterapkan di
Amerika dan Jerman, mulai dari masalah peristilahan dan sejarah hukumnya secara
holistik. Penyusun juga akan mengupas mengenai praktek judicial review di Amerika
yang mengakomodir adanya pengaduan konstitusional di dalamnya, sehingga dapat
dianggap bahwa judicial review dan pengaduan konstitusional di Amerika
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan memberikan pemahaman pula
bahwa pengaduan konstitusional adalah bagian dari pengujian konstitusional
perbuatan dan norma. Berbeda halnya dengan praktek judicial review di Jerman yang
memisahkan antara pengujian konstitusional undang-undang dan pengaduan
konstitusional yang memberikan pemahaman bahwa ajaran konstitusionalisme sangat
membumi di negara Jerman, hal ini ditandai dengan kuatnya kelembagaan

mahkamah konstitusi Jerman.

Bab keempat, berisi analisis data bahwa pengaduan konstitusional merupakan
kebutuhan teoritik dan empirik untuk di terapkan di Indonesia, dan menjelaskan
mengenai kemungkinan MK RI untuk diberikan kewenangan untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara yang bermuatan pengaduan konstitusional.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas

penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka dimaksudkan untuk
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memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam

penyusunan skripsi.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penyusun teliti di atas. Penyusun dapat
mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang menjadi fokus kajian

penyusun, bahwa:

1. MK RI yang menjadi lambang “the protector” atas kesakralan hak
konstitusional warga negara masih terkesan setengah-setengah dalam
menguatkan dasar-dasar konstitusionalisme, karena dalam realitanya MK RI
yang menjadi kiblat supreme perlindungan hak konstitusional warga negara
sering kali mengabaikan persoalan pelanggaran hak konstitusional warga
negara, permasalahan demikian dinamakan pengaduan konstitusional yang
seharusnya menjadi kewenangan MK RI. Hal ini bukan berarti MK RI
enggan menerima dan menyelesaikan persoalan tersebut, melainkan karena
belum terakomodirnya kewenangan MK RI untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara pengaduan konstitusional. Melihat kedudukan MK RI
yang sangat berpengaruh cukup signifikan bagi Negara Indonesia, maka akan
tepat jika dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, MK RI perlu
dibenahi, dijaga dan perlu penambahan ataupun perluasan kewenangan,

sehingga MK RI dalam kiprahnya mampu mengawal dan melindungi hak
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konstitusional warga negara dapat berjalan maksimal. Dengan melihat
praktek di Amerika yang mempunyai kewenangan pengaduan konstitusional
sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusinya, dapat
memberikan pandangan kepada Indonesia dalam memberikan kewenangan
pengaduan konstitusional itu kepada MK RI yang merupakan bentuk dari
pengejawantahan fungsi mahkamah konstitusi sebagai the protector of
citizen’s constitutional rights. Hal ini semata-mata untuk menjaga dan
melindungi hak konstitusional warga negara dari perbuatan atau kelalaian
yang dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik yang menyebabkan
terlanggarnya hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin oleh UUD
1945. Sehingga perluasan kewenangan MK RI untuk dapat memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara pengaduan konstitusional merupakan
keniscayaan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Perlindungan maksimum
terhadap hak konstitusional warga negara menjadi suatu keharusan, karena
hak konstitusional itu merupakan hak asasi manusia yang telah menjadi
bagian dari konstitusi, sementara konstitusi sendiri merupakan hukum
fundamental yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, dengan begitu
hak konstitusional warga negara menjadi pembatas bagi kekuasaan negara,
agar cabang kekuasaan negara tidak melanggar konstitusi maka perlu dikawal
dalam pelaksanaan norma-norma konstitusi.

. MK RI dapat diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara pengaduan konstitusional yang diajukan kepadanya,
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walaupun rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan
kewenangan MK RI bersifat definitif dan limitatif. Dengan menggunakan
metode hermeneutika hukum sebagai metode penemukan hukum Kkita dapat
memaknai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 baik secara teks, konteks, dan
kontekstual bahwa sebenarnya ada kemungkinan untuk memberikan
kewenangan pengaduan konstitusional kepada MK RI. Adapun metode
penafsiran yang digunakan untuk menggali makna tersirat dalam Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945 tersebut menggunakan jalan interpretasi gramatikal,
historis, ekstensif, otentik, dan teleologi/sosiologis. Melalui kelima metode
interpretasi tersebut nantinya akan menjurus pada suatu makna bahwa
sejatinya pengaduan konstitusional merupakan bagian dari judicial review,
(yang saat ini telah menjadi kewenangan utama yang dimiliki MK RI), baik
itu atas norma undang-undang maupun atas perbuatan pejabat publik,
sehingga hal tersebut diharapkan dapat membuka cakrawala segenap hakim
MK RI untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
pengaduan konstitusional yang diajukan kepada MK RI.

. Mekanisme yang ditempuh untuk melaksanakan kewenangan pengaduan
konstitusional adalah dengan melekatkan kewenangan tersebut pada lembaga
yang selama ini telah berperan sebagai the guardian of the constitution dan
sebagai the protector of citizen’s constitutional rights, yaitu MK RI.
Aktualisasi kewenangan ini dapat dijangkau dengan mengembangkan doktrin

bahwa hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada atau tidak jelas
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aturan hukumnya, sehingga hakim harus berijtihad menemukan hukum atas
perkara yang dihadapi, dan sumpah jabatan hakim MK RI sebagaimana
praktek di Mahkamah Agung Amerika. Langkah lain yang dapat ditempuh
adalah dengan memposisikan perluasan kewenangan ini dalam UU MK, dan
harmonisasi hukum acara MK RI terkait legal standing pengadu, yakni jika
segela upaya hukum sudah tidak dapat dilakukan lagi (exhausted). Putusan
MK RI tetap dalam posisi pertama dan terakhir dan memiliki daya ikat erga
omnes.

B. Saran

Apabila pengaduan konstitusional hendak dimasukkan menjadi bagian dari
kewenangan MK RI melalui penafsiran konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
yang mengatur tentang kewenangan MK RI, maka penyusun sarankan agar hakim
konstitusi tidak serta-merta menyatakan tidak berwenang mengadili kasus-kasus
yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional, dengan alasan bahwa
kewenangan itu tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD
1945 sebagai kewenangan MK RI, melainkan harus ada keberanian untuk
meletakkan dasar-dasar pemikiran yang mendorong lahirnya yurisprudensi tetap
bahwa MK RI memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara
pengaduan konstitusional jika MK RI hendak diberi peran sebagai arsitek
pembentukan masyarakat yang berlandaskan gagasan negara hukum. Dan upaya

tafsir melalui putusan tersebut hanya solusi jangka pendek untuk mengatasi
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penundaan terhadap pemenuhan perlindungan hak konstitusional warga negara jika
dilanggar oleh pejabat publik. Sehingga sebisa mungkin dalam jangka panjang

kewenangan itu harus dipositifkan dalam konstitusi.
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